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Trans Road, = The Trans-Kalimantan Road is one of Indonesia's strategic national
Public Goods, infrastructures that plays a vital role as a public good, particularly in
Kalimantan  supporting connectivity and mobility in the West Kalimantan region. This road
not only serves as a major interregional transportation route but also acts as
the backbone of economic activity, logistics distribution, and public access to
essential services. Its existence is crucial in strengthening regional integration
and promoting equitable economic development, especially in border and
remote areas. In the context of public sector management, the Trans-
Kalimantan Road serves as a concrete example of how public infrastructure
should be managed through a good governance approach, which includes
transparency, accountability, efficiency, and public participation. This article
aims to examine in depth the strategic role of the Trans-Kalimantan Road from
the perspective of public service and regional development, while also
identifying various management challenges. This study uses a qualitative
descriptive research design. Through a qualitative descriptive approach and
secondary document analysis, several key issues are identified, such as the high
level of road damage caused by over dimension and over load (ODOL) vehicles,
limited maintenance budget, and weak coordination among agencies and
government levels. The findings indicate that improving governance based on
good governance principles is essential to optimize the function of this road as
public infrastructure that supports sustainable development and regional

equity.

Jalan Trans,  Jalan Trans-Kalimantan merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional
Barang yang memiliki peran vital sebagai barang publik, khususnya dalam
Publik, mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Kalimantan
Kalimantan  Barat. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur utama transportasi
antarwilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi,
distribusi logistik, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dan
sosial. Keberadaannya sangat penting dalam memperkuat integrasi wilayah
dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata, terutama di daerah-
daerah perbatasan dan terpencil. Dalam konteks manajemen sektor publik,
Jalan Trans-Kalimantan menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur publik
harus dikelola dengan pendekatan tata kelola yang baik (good governance),
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mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Jalan
Trans-Kalimantan dari sudut pandang pelayanan publik dan pembangunan
wilayah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaannya.
Kajian penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Melalui
pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis dokumen sekunder, ditemukan
sejumlah permasalahan utama, seperti tingginya tingkat kerusakan jalan
akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL), keterbatasan
anggaran pemeliharaan, serta lemahnya koordinasi antar instansi dan level
pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola
yang berbasis prinsip good governance sangat diperlukan untuk
mengoptimalkan fungsi jalan ini sebagai infrastruktur publik yang mendukung
pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam meningkatkan
konektivitas, pemerataan ekonomi, dan pelayanan publik di Indonesia (Sitorus et al,,
2024). Salah satu bentuk infrastruktur yang paling vital adalah jalan raya, yang
berfungsi tidak hanya sebagai penghubung wilayah, tetapi juga sebagai sarana
distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan penunjang aktivitas ekonomi nasional
(Bakara et al, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik oleh Andrianya &
Qibthiyyah (2018) tahun 2023, total panjang jalan nasional di Indonesia tercatat
mencapai sekitar 47.017 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 39.970 kilometer
merupakan jalan yang telah diaspal, sementara sisanya masih dalam kondisi
pengerasan agregat atau belum sepenuhnya mantap (Andrianya & Qibthiyyah, 2018).
Persentase jalan nasional yang masuk kategori baik hanya mencapai sekitar 55,8%,
sedangkan 15,2% berada dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat, yang sebagian
besar disebabkan oleh kelebihan beban kendaraan, kerusakan struktural, serta
lemahnya pemeliharaan rutin (Rahman, 2024).

Pemerataan kondisi jalan nasional juga masih menjadi tantangan, terutama antara
wilayah barat dan timur Indonesia (Rahmatullah et al., 2021). Pemerintah pusat telah
mengalokasikan lebih dari Rp50 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
nasional pada tahun 2024, namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala
teknis dan koordinasi lintas sektor (Barus et al., 2023). Jalan nasional merupakan tulang

punggung konektivitas antardaerah dan menjadi dasar perencanaan pengembangan
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wilayah (Alfaed et al., 2024). Peran jalan nasional tidak hanya ekonomis tetapi juga
politis dan sosial karena menjadi simbol kehadiran negara di seluruh pelosok tanah air
(Busnial et al., 2025). Keberlanjutan pengelolaan jalan nasional sangat bergantung pada
pendekatan tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat
(Barus et al., 2023).

Panjang jalan nasional Pulau Sumatera mencapai lebih dari 7.918 kilometer,
menjadikannya salah satu jaringan jalan nasional terpanjang setelah Pulau Jawa dan
Kalimantan (Wahyudi & Zapita, 2022). Jalan nasional di Sumatera memainkan peran
penting dalam menopang logistik antardaerah dan mendukung konektivitas antara
pelabuhan-pelabuhan utama seperti Belawan, Teluk Bayur, dan Bakauheni. Proyek Jalan
Tol Trans-Sumatera yang dicanangkan pemerintah juga menjadi bagian dari upaya
mempercepat mobilitas dan distribusi barang di wilayah ini. Meskipun demikian, masih
terdapat lebih dari 17% ruas jalan nasional di Sumatera yang dalam kondisi tidak
mantap, terutama di daerah pegunungan dan wilayah pesisir barat yang rentan
terhadap bencana alam seperti longsor (Ardhiarini & Mulyono, 2025). Tingkat
ketergantungan terhadap jalur darat juga tinggi karena terbatasnya integrasi jaringan
kereta api lintas provinsi.

Pulau Jawa memiliki jaringan jalan nasional terpadat di Indonesia, dengan panjang
mencapai lebih dari 9.969 kilometer (U. Nugroho et al., 2024). Penelitian dari Sudrajat
et al. (2024) menyatakan bahwa sekitar 70% lebih jalan nasional di Jawa berada dalam
kondisi baik dan mantap, namun tekanan lalu lintas sangat tinggi terutama di jalur
pantura. Jalan nasional di Jawa menopang lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional,
menghubungkan pusat-pusat ekonomi besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, dan Yogyakarta (Kurniawan & lhsan, 2021). Penyelesaian Jalan Tol Trans-
Jawa memang membantu efisiensi logistik, namun tidak serta-merta mengurangi beban
jalan nasional non-tol. Tantangan seperti kendaraan ODOL, kemacetan, dan polusi
masih sangat dominan. Meskipun praktik tata kelola jalan di Jawa relatif lebih mapan,
kesenjangan antarwilayah dalam satu pulau masih terjadi, terutama di koridor selatan.

Kajian dari Despriadi et al. (2023) menyatakan bahwa panjang jalan nasional
Pulau Kalimantan mencapai lebih dari 6.581 kilometer, dan salah satu jalur strategisnya
adalah Jalan Trans-Kalimantan, yang menghubungkan provinsi Kalimantan Barat,
Tengah, Selatan, Utara, dan Timur. Jalan ini sangat penting dalam mendukung

pengangkutan hasil tambang, komoditas perkebunan, dan logistik antarwilayah.
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Namun, pengelolaannya menghadapi kendala serius akibat karakteristik tanah gambut,
intensitas kendaraan ODOL, serta minimnya infrastruktur alternatif di wilayah
perbatasan (Yatnikasari et al., 2023). Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan
Barat, lebih dari 20% ruas jalan nasional di provinsi ini dalam kondisi rusak sedang
hingga berat, terutama pada ruas Sungai Pinyuh-Ketapang (Nugroho, 2022). Dengan
pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, keberadaan Jalan Trans-
Kalimantan menjadi semakin strategis sebagai penghubung utama dari dan menuju
wilayah pusat pemerintahan baru tersebut.

Panjang jalan nasional di Sulawesi dalam kajian penelitian oleh Junoasmono et al.
(2020) tercatat lebih dari 5.684 kilometer. Jaringan ini menghubungkan kota-kota besar
seperti Makassar, Palu, Manado, dan Kendari. Sekitar 18% ruas jalan di Sulawesi masih
dalam kondisi rusak, akibat topografi yang kompleks, seringnya longsor dan banjir,
serta belum optimalnya pengawasan infrastruktur (Kaharu et al, 2020).
Ketergantungan terhadap jalur darat tinggi karena belum berkembangnya transportasi
rel di wilayah ini. Oleh karena itu, penguatan strategi pembangunan jalan nasional di
Sulawesi harus memperhitungkan risiko geografis dan pendekatan berbasis ketahanan
bencana.

Papua merupakan wilayah dengan tantangan geografis paling ekstrem dalam
pengembangan jalan nasional. Hingga tahun 2023, panjang jalan nasional di Papua
mencapai sekitar 3.425 kilometer, dengan lebih dari 30% dalam kondisi rusak berat
atau belum mantap (Shakira et al., 2024). Kajian yang dilakukan oleh Pondayar et al.
(2023) menyatakan bahwa aksesibilitas yang terbatas, kontur bergunung, dan
persoalan keamanan turut menyulitkan realisasi pembangunan. Pembangunan Jalan
Trans-Papua menjadi simbol upaya membuka keterisolasian, namun membutuhkan tata
kelola infrastruktur yang kontekstual, partisipatif, dan adil secara sosial.

Jalan Trans-Kalimantan di Kalimantan Barat melintasi sejumlah kabupaten
penting, antara lain Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara. Jalan
ini tidak hanya menjadi sarana vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan
akses ke wilayah perbatasan, tetapi juga merepresentasikan kehadiran negara dalam
menjamin hak dasar masyarakat atas mobilitas. Namun, pengelolaannya dihadapkan
pada tantangan multidimensi, mulai dari kerusakan jalan akibat maraknya kendaraan
Over Dimension and Over Loading (ODOL), keterbatasan alokasi anggaran

pemeliharaan, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan. Data
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dari Dinas Perhubungan Kalimantan Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat
kerusakan berat meningkat tajam, khususnya di ruas Sungai Pinyuh-Ketapang. Hal ini
menandakan lemahnya penegakan hukum dan absennya strategi tata kelola
infrastruktur yang berkelanjutan dan partisipatif. Padahal, dalam konteks teori barang
publik, jalan raya merupakan fasilitas non-rival dan non-excludable, yang seharusnya
dikelola secara adil dan efisien demi kepentingan seluruh masyarakat.

Analisis terhadap Jalan Trans-Kalimantan perlu dilakukan dalam kerangka konsep
barang publik dan pendekatan good governance. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas,
transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik sebagaimana dirumuskan oleh UNDP
sangat relevan dalam membenahi tata kelola infrastruktur ini. Pendekatan manajemen
sektor publik yang menekankan pada inovasi dan orientasi hasil. Dengan memadukan
analisis teoritik dan data empiris, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Jalan
Trans-Kalimantan sebagai barang publik dapat dikelola lebih efektif melalui prinsip-
prinsip good governance. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi
terhadap perumusan kebijakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan inklusif,

khususnya di wilayah-wilayah luar Jawa seperti Kalimantan Barat.
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif
kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data
non-numerik seperti dokumen, wawancara, dan observasi (Sulistyawati, 2023).
Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks, makna, serta dinamika
pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan secara komprehensif. Tujuan untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai dinamika pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan
sebagai infrastruktur publik di Kalimantan Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial, kebijakan, dan praktik
pengelolaan infrastruktur secara kontekstual dan interpretatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui analisis dokumen, yang meliputi telaah terhadap laporan resmi
pemerintah seperti dokumen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta regulasi
terkait pengelolaan jalan nasional.

Menurut Sulistyawati (2023) Data juga diperoleh dari pemberitaan media yang

kredibel untuk menangkap perkembangan terbaru di lapangan serta persepsi publik
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terkait kondisi jalan. Literatur ilmiah, termasuk jurnal, buku, dan artikel akademik,
turut dikaji untuk memperkuat landasan teoritik dan memperluas perspektif analisis.
Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan secara tematik dengan
mengidentifikasi isu-isu utama seperti kerusakan akibat ODOL, keterbatasan anggaran,
dan problem koordinasi antarlembaga. Selanjutnya, peneliti merumuskan alternatif
solusi yang telah diterapkan maupun yang potensial berdasarkan hasil sintesis data.
Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan penelusuran silang antar dokumen.
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang
komprehensif dan berbasis data terhadap tantangan dan peluang perbaikan

pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalan Trans-Kalimantan sebagai Infrastruktur Vital

Jalan Trans-Kalimantan merupakan salah satu infrastruktur strategis yang
membentang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur, menghubungkan
berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Di Kalimantan Barat, jalur ini
melintasi wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara, hingga
Ketapang. Fungsinya sangat penting sebagai jalur utama pengangkutan hasil
perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, serta hasil tambang dan komoditas
unggulan daerah. Jalan ini juga menjadi jalur vital distribusi barang kebutuhan pokok
dari pusat distribusi menuju kawasan perdesaan. Dalam konteks konektivitas regional,
keberadaan Jalan Trans-Kalimantan berperan besar dalam memperkuat integrasi
ekonomi antarwilayah. Konektivitas ini mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan
serta mempercepat arus logistik domestik. Selain itu, jalan ini menunjang mobilitas
masyarakat antarwilayah untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Oleh
karena itu, keberadaan dan kelayakan jalan ini harus menjadi perhatian serius dalam
agenda pembangunan nasional. Peran strategis Jalan Trans-Kalimantan menjadikannya
sebagai tulang punggung pembangunan wilayah Kalimantan yang tidak boleh
diabaikan.

Penelitian oleh Hanum et al. (2025) menunjukkan bahwa keberadaan Jalan Trans-
Kalimantan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pasar hasil pertanian dan
perkebunan di daerah hinterland, yang sebelumnya terisolasi dari jalur distribusi

utama. Studi Hajia et al. (2022) menekankan bahwa ruas jalan ini memiliki korelasi
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positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan dan jasa,
meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek pemeliharaan rutin dan pengawasan
kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load). Riset Hutauruk (2021) mengungkapkan
bahwa kondisi jalan yang tidak merata di sepanjang koridor Trans-Kalimantan dapat
menghambat integrasi wilayah dan memperbesar ketimpangan antarwilayah, sehingga
dibutuhkan pendekatan tata kelola lintas sektor yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Temuan-temuan tersebut memperkuat urgensi perlunya pengelolaan yang adaptif dan
kolaboratif dalam menjadikan Jalan Trans-Kalimantan sebagai motor penggerak

pembangunan regional Kalimantan.

Tantangan Pengelolaan

Meski memiliki peran strategis, pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan di
Kalimantan Barat menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu
tantangan utama adalah kerusakan jalan yang disebabkan oleh maraknya kendaraan
Over Dimension Over Loading (ODOL). Kendaraan yang membawa muatan melebihi
kapasitas menyebabkan tekanan berlebih pada konstruksi jalan sehingga menimbulkan
kerusakan yang cepat dan masif. Data dari Dinas Perhubungan Kalimantan Barat
mencatat peningkatan titik kerusakan berat terutama di ruas Jalan Sungai Pinyuh-
Ketapang. Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan
pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Banyak perbaikan yang hanya bersifat
tambal-sulam karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk penanganan
menyeluruh. Di samping itu, realisasi anggaran sering mengalami keterlambatan akibat
proses tender yang lambat dan birokrasi yang berbelit. Koordinasi antarlevel
pemerintahan juga menjadi persoalan pelik karena kewenangan jalan nasional berada
di tangan pemerintah pusat, sementara dampaknya sangat dirasakan oleh pemerintah
daerah. Ketimpangan ini menyebabkan respons terhadap permasalahan jalan sering
kali tidak sinkron dan kurang efektif.

Wibowo & Mudiyono (2024) menemukan bahwa tingginya kerusakan jalan di
Kalimantan Barat disebabkan oleh dominasi kendaraan ODOL yang belum diimbangi
dengan penegakan hukum yang konsisten serta minimnya fasilitas jembatan timbang
yang berfungsi optimal. Haqiqi (2025) menegaskan bahwa alokasi anggaran
infrastruktur di daerah-daerah luar Jawa, termasuk Kalimantan, cenderung terbatas

dan tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan pemeliharaan jalan, sehingga memicu
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ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah. Mukhtarudina et al. (2022)
menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektoral dan tumpang tindih
kewenangan antarinstansi menjadi penghambat utama dalam sinkronisasi program
pemeliharaan jalan nasional di tingkat daerah. Ketiga penelitian ini memperkuat bukti
bahwa tantangan pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga sistemik dan memerlukan reformasi tata kelola yang berbasis pada kolaborasi dan

akuntabilitas antar pemangku kepentingan.

Upaya Penanganan

Untuk mengatasi persoalan kendaraan ODOL, pemerintah perlu meningkatkan
penegakan hukum secara konsisten melalui penerapan jembatan timbang yang aktif
dan operasi gabungan di titik rawan pelanggaran. Penegakan hukum harus melibatkan
sinergi antarinstansi seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Kementerian PUPR
agar dampaknya signifikan. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi tegas terhadap
pelanggar sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran. Pengawasan berbasis teknologi
seperti penggunaan sensor jalan dan pemantauan digital juga bisa dikembangkan. Di
sisi lain, pelibatan masyarakat dalam pengawasan infrastruktur menjadi langkah efektif
dan berbiaya rendah. Melalui media sosial, masyarakat bisa secara aktif melaporkan
kondisi kerusakan jalan kepada pihak terkait. Partisipasi ini mempercepat proses
identifikasi kerusakan dan mendorong transparansi dalam penanganannya. Pemerintah
juga harus memperkuat forum koordinasi teknis lintas sektor antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten. Penyelarasan program antarlembaga akan menciptakan
efisiensi anggaran, pembagian tugas yang jelas, serta solusi yang terintegrasi dalam
pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan secara berkelanjutan.

Lispitasari et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem jembatan timbang
otomatis yang terintegrasi dengan data kendaraan secara real-time dapat menekan
pelanggaran ODOL hingga 40% dalam kurun waktu satu tahun di beberapa provinsi.
Salsabilla et al. (2020) menyoroti efektivitas pelibatan masyarakat dalam pelaporan
infrastruktur melalui platform digital, yang terbukti mempercepat respons pemerintah
daerah terhadap kerusakan jalan dan meningkatkan transparansi publik. Penelitian lain
oleh Assagaf (2024) menekankan bahwa keberhasilan forum koordinasi lintas sektor
sangat bergantung pada kejelasan peran antarlembaga dan mekanisme komunikasi

yang intensif, terutama dalam proyek jalan nasional yang lintas kewenangan. Ketiga
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studi ini memperkuat gagasan bahwa solusi penanganan Jalan Trans-Kalimantan harus
bersifat holistik, melibatkan kolaborasi institusional, pendekatan teknologi, serta

partisipasi aktif dari masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan Jalan Trans-Kalimantan sebagai barang publik di Kalimantan Barat
masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti kerusakan jalan akibat
kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL), keterbatasan anggaran, serta
lemahnya koordinasi antarinstansi. Namun, kondisi ini sekaligus membuka peluang
perbaikan melalui reformasi tata kelola infrastruktur yang berbasis pada prinsip good
governance. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan antara lain adalah
penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku ODOL guna menekan tingkat
kerusakan jalan, optimalisasi penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas
teknis agar pemeliharaan dan pembangunan lebih tepat sasaran, peningkatan
koordinasi lintas sektor untuk mempercepat respons dan sinergi antar pemangku
kepentingan, serta penguatan pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan
evaluasi infrastruktur guna menciptakan sistem pengawasan yang partisipatif dan

transparan.
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